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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan menurut ilmu fiqih, di sebut 
dengan istilah nikah yang mengandung dua arti, yaitu (1) arti menurut bahasa 
adalah berkumpul atau besetubuh, dan (2) arti menurut hukum adalah akad atau 
perjanjian dengan lafal tertentu antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri.
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Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak 
keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI 
ditegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati 
perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengna pasal 2 
Kompilasi Hukum Islam. 
 Ibadah sendiri merupakan pengindonesiaan dari al-ibadah, yang artinya 
pengabdian, ketaatan, menghinakan atau merendahkan diri dan do’a. ibadah 
merupakan satu bagian dari syarat Islam, ibadah merupakan tugas hidup manusia 
di dunia, karena itu manusia yang beribadah kepada allah disebut Abdullah atau 
hamba. Bahwa pada hakikatnya ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan 
manusia, sehingga ibadah bisa dibagi menjadi ibadah dalam arti khusus dan 
ibadah dalam arti umum. 
 Ibadah dalam arti khusus yaitu ibadah yang macam dan cara 
melaksanakannya telah ditentukan oleh syari’at (ketentuan dari Allah dan 
Rasulullah), bersifat mutlak manusia tidak ada wewenang, merubah, menambah, 
mengurangi atau membuat cara sendiri dalam beribadah. Dikenal dengan ibadah 
mahdah.
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Ibadah dalam arti umum atau ibadah ghoiru mahdah yaitu menjalani kehidupan 
untuk memperoleh keridaan Allah SWT dengan mentaati syari’at-Nya. Bentuk 
dan macam ibadah ini tidak ditentukan secara terperinci, karena itu apa saja 
kegiatan seorang muslim dapat bernilai ibadah asalkan kegiatan tersebut bukan 
perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya (syari’at) serta diniatkan untuk 
mencari ridha Allah. 
 Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua 
makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 
Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk 
beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-
masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan 
tujuan perkawinan. 
 Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup 
bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi 
menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum 
sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan 
diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai. 
 Dalam pensyariatan nikah adalah al-Quran, al-Sunnah dan Ijma. Namun 
sebagian ulama berpendapat Hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah 
(boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunah, wajib, makruh dan haram 
tergantung kepada illat hukum, yaitu : 
1. Hukum nikah menjadi sunah apabila seseorang dipandang dari segi 
pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan 
untuk nikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap. 
2. Hukum menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi jasmaninya 
telah dewas dan dia telah mempunyai penghasilan yang tetap serta ia sudah 
sangat berkeinginan untuk menikahi sehingga apabila ia tidak menikah 
dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zinah. 
3. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur 
telah cukup walau belum terlalu mendesak. Tetapi belum mempunyai 
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penghasilan tetap sehingga bila ia kawin akan membawa kesengsaraan 
hidup bagi anak dan isterinya. 
4. Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seseorang 
wanita dengan maksud untukmenganiayanya atau mengolok-oloknya atau 
untuk balas dendam.
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 Di dalam telah terjadinya perkawinan baik isteri maupun suami kadang 
membawa harta yang di dapat sebelum mereka menikah serta terdapat harta yang 
di dapat mereka setelah melangsungkan pernikahan sehingga harta mereka 
bercampur dan tidak lagi terukur berapa besarnya harta masing-masing dari 
masing-msing pihak, harta tersebut merupakan harta bersama. 
 Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta 
dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat  berarti barang-
barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan 
berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang 
dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.3 Tetapi di dalam islam sendiri 
sebenarnya tidak mengenal adanya harta bersama, tanggung jawab seorang suami 
hanya sebatas kebutuhan hidup mereka beserta anak yang masih menjadi 
tanggunggan. Sehingga seorang isteripun tidak boleh menuntut lebih dari 
kebutuhan hidup yang dipandang sudah layak. Dengan adanya hal tersebut maka 
seorang iteripun juga berhak untuk memperoleh harta selain nafkah dari seorang 
suami, misalnya saja melalui berdagang, bekerja, dan sebagainya. 
 Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam itu ialah: Memenuhi dan 
melaksanakan perintah agama. Sebagaimana di muka telah diterangkan bahwa 
perkawinan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu 
pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur 
perkawinan itu, memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. 
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Apabila rukun dan syarat- syarat tidak dipenuhi, batal atau fasidlah perkawinan 
itu. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, 
seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harusadanya kemampuan. 
Perkawinan merupakan suatu yang sakral yang begitu melembaga bagi negara 
Indonesia yang pluralis baik dari segi budaya, adat maupun agama. Di dalam 
perkawinan tidak sedikit halnya terjadi permasalahan di dalamnya, entah itu pada 
waktu masih di dalam perkawinan atau setelah putusnya perkawinan, maka di 
dalam perkembangannya lahirlah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan 
tersebut sering juga disebut dengan perjanjian pra nikah atau prenuptial 
agreement yaitu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan 
mengikat kedua belah pihak calon pengantin pria dan wanita yang akan menikah 
tersebut.
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 Perjanjian perkawinan di Indonesia di atur di dalam Undang-undang 
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan Menurut Pasal 1 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila membaca 
defenisi perkawinan yang termuat di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa 
perkawinan adalah suatu adalah bersifat sakral yang menyatukan seorang pria dan 
seorang wanita secara lahir maupun batin dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
dan untuk memperoleh keturunan dari pasangan suami istri tersebut.
5  
 Perjanjian perkwinan dapat dimasukkan dalam pengertian suatu akad yang  
mengidentifikasikan sebagai perjanjian kedua belah pihak yang bertujan untuk 
saling mengikatkan diri dengan kesukarelaan secara timbal balik terhadap 
perjanjian yang di lakukan oleh kedua belah pihak yang harus seusai dengan 
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kehendak syariat (hukum islam). Artinya bahwa seluruh perikatan yang di 
perjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara 
keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat islam (hukum islam).
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Sebenarnya Al-quran tidak mengajarkan perjanjian perkawinan, karena 
perkawinan sendiri merupakan akad (perjanjian) yang sangat kuat untuk menaati 
perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Di Indonesia, perjanjian 
perkawinan diajarkan atau mendapatkan pengaruh dari masyarakat barat. 
Perjanjian perkawinan dimaknai sebagai hubungan keperdataan saja dengan kata 
lain perjanjian perkawinan hanya mengatur hubungan hidup manusia dengan 
manusia. Perjanjian perkawinan bukan merupakan budaya dari masyarakat 
Indonesia, bahkan perjanjian perkawinan dapat dinilai menyimpang dari kondisi 
masyarakat Indonesia baik lahir maupun batin. Tetapi di Indonesia tetap 
melegalkan perjanjian perkawinan hal tersebut terbukti di dalam Pasal 29 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur 
mengenai perjanjian perkawinan. 
 Perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan 
bahwa:  
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan 
oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga 
terhadap pihak ketiga tersangkut.  
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas 
hukum agama dan kesusilaan.  
3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.  
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4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah 
kecuali bila dari keduabelah pihak ada persetujuan untuk merubah dan 
perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
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 Perjanjian perkawinan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya 
pada umumnya mengatur tentang bagaimana harta kekayaan suami istri akan 
dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini 
juga pada umumnya memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan 
diatur atau ditangani selama pernikahan berlangsung. Secara umum perjanjian 
perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri, atau 
dengan kata lain perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk mengatur 
akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.
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Perjanjian perkawinan lahir disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah:  
1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu 
pihak dari pada pihak yang lain.  
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa harta bawaan yang cukup 
besar. 
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri sehingga apabila salah satu jatuh 
pailit yang lain tidak ikut menanggung kepailitan tersebut.  
4. Karena adanya hutang-hutang yang mereka buat sebelum dilangsungkannya 
perkawinan sehingga masing-masing akan bertanggungjawab atas hutang-
hutang tersebut secara pribadi.
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 Di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya adalah masyarakat muslim, 
yang pada hakikatnya semua orang muslim mempunyai tujuan hidup untuk 
melakukan ibadah di dalam hidupnya. Salah satu ibadah tersebut yaitu melalui 
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cara melakukan perkawinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di 
dalam hukum islam. Disamping perkawinan itu merupakan ibadah, di dalam 
kehidupan berumah tangga atau setelah perkawinan terjadi ada sisi-sisi muamalah 
di dalamnya. Muamalah sendiri mempunyai arti aturan yang membatasi hubungan 
manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan manusia dengan benda-benda di 
sekitarnya dalam hal ini misalnya saja dalam kehidupan berumah tangga suami 
istri di dalam memenuhi kebutuhan hidup juga melakukan perbuatan-perbuatan 
hukum lain yang ada di ranah muamalah antara lain: melakukan jual beli, hutang 
piutang, gadai, sewa, kerjasama dan sebagainya. Yang dimana hal-hal tersebut 
secara umum juga telah dijelaskan di dalam sumber-sumber hukum Islam 
mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 
 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut perkawinan tidak hanya 
memperhatikan sisi ibadah tetapi juga harus memperhatikan sisi muamalah karena 
hal-hal yang diatur didalam muamalah tidak jarang menyebabkan terjadinya 
ketidak seimbangan pemenuhan hak-hak serta kewajiban antara suami dan istri. 
Dengan adanya permasalahan tersebut untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang 
tidak diinginkan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri maka 
digunakanlah perjanjian perkawinan guna lebih menjaminnya kepastian hukum di 
dalam pemenuhan hak dan kewajiban diantara keduanya. Serta telah di sebutkan 
sebelumnya diatas diatas bahwa Perjanjian Perkawinan dianggap sah secara 
keseluruhan apabila tidak bertentangan dengan syariat (hukum Islam), yang 
artinya disini isi dari perjanjian pekawinan juga termasuk di dalam nilai-nilai 
ibadah, yaitu manusia memiliki hubungan langsung dengan Allah SWT. Atau 
dalam kata lain pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami istri adalah sama 
nilainya dengan kita melakukan sholat, puasa, dan sebagainya. 
 Contohnya di dalam kehidupan bermasyarakat, sendi utama terjalinnya 
hubungan yang harmonis yaitu dimulai dari lingkungan keluarga. Tetapi pada 
kenyataannya sekarang ini banyak terjadi ketidak harmonisan kehidupan berumah 
tangga karena tidak saling terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seorang suami 
dan istri. Misalnya saja dalam kehidupan berumah tangga seorang istri selalu 
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menuntut agar suami memberikan nafkah yang cukup, sedangkan seoarang istri 
tidak melakukan kewajibannya dengan baik, istri tersebut selalu memakai nafkah 
dari suami untuk berhura-hura (bukan untuk keperluan rumah tangga). Dengan 
seperti itu maka seoarang istri tersebut termasuk orang yang tidak taat kepada 
Allah SWT. Untuk menghindari atau mengurangi terjadinya hal-hal seperti itulah 
maka ini merupakan peran dari perjanjian perkawinan. Tetapi perjanjian 
perkawinan ini merupakan hal yang masih sangat tabu di masyarakat Indonesia. 
 Perjanjian perkawinan tidak hanya untuk mengatur mengenai harta 
masing-masing pihak, tetapi perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat 
guna mengatur tingkah, serta sikap suami atau istri dalam mengarungi kehidupan 
berumah tangga. Perjanjian perkawinan berisi mengenai hal-hal apa saja yang 
telah disepakati oleh masing-masing pihak, perjanjian tersebut guna mangatur 
kehidupan mereka selama masih hidup, bukan mengatur untuk seseorng yang 
sudah meninggal dunia. Misalnya mengenai harta warisan, karena pembagian 
harta warisan sendiri berdasarkan hukum islam juga telah ada pengaturannya. 
 Perjanjian perkawinan tersebut dibuat berdasarkan pengaturannya yaitu di 
dalam Pasal 29 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
telah menyebutkan bahwa “Perjanjian perkawinan tidak dapat di sahkan bilamana 
melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan”. Sebagai umat muslim 
tentunya dalam membuat perjanjian perkawinan harus sesuai dengan prinsip-
prinsip yang berlaku di dalam hukum islam, ha-hal apa saya yang boleh dan hal-
hal yang tidak boleh di perjanjikan didalam perjanjian perkawinan. Maka penulis 
ingin meneliti lebih jauh mengenai “PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 
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B. Perumusan Masalah 
 Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang masalah maka 
penulis akan merumuskan pemasalahan yang diajukan antara lain sebagai berikut: 
1. Apakah boleh melakukan perjanjian perkawinan di menurut hukum Islam? 
2. Apa saja hal-hal yang boleh untuk diperjanjikan dalam perjanjian 
perkawinan menurut hukum islam? 
3. Apa saja hal-hal yang tidak boleh untuk diperjanjikan dalam perjanjian 
perkawinan menurut hukum islam? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena 
tujun akan menjadi sebuah pedoman dalam melakukan penelitian, adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis boleh atau tidaknya melakukan 
perjanjian perkawinan di dalam islam 
b. Untuk mengetahui hal-hal yang boleh untuk di perjanjikan dalam 
perjanjian perkawinan berdasarkan hukum islam. 
c. Untuk mengetahui hal-hal yang tidak boleh untuk di perjanjikan dalam 
perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Islam. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk memperoleh data maupun informasi yang jelas dan lengkap 
sebagai bahan penyusunan penulisan hukum (tesis) sebagai prasyarat 
guna menyelesaikan studi dalam meraih gelar Magister Kenotariatan 
pada Fakultas Hukum Univessitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya 
di bidang hukum perdata terkait dengan pelaksanaan perjanjian 
perkawinan. 
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D. Manfaat Penelitian 
 Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 
yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang di teliti, manfaat yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga 
bagi pengetahuan mengenai pandangan masyarakat terhadap perjanjian 
perkawinan yang saat sekarang ini masih dianggap tabu oleh masyarakat. 
2. Manfaat praktis 
 Penelitian ini dapat dijadikan masukan oeh masyarakat agar lebih sadar 
terhadap hak-hak mereka serta kewajiban yang memang harus dilaksankan 
tanpa mengorbankan hak dari pasangan, dan di harapkan menjadi bahan 
pertimbang pemerintah, khususnya untuk mencegah terjadinya sengketa di 
masyarakat. 
 
